
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.938, 2018 KEMENDAG. Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang 

Perdagangan. Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  77 TAHUN 2018 

TENTANG 

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI  

SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

di Bidang Perdagangan; 

    

Mengingat    :   1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem 

Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5231); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 

Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3193); 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik atau Online Single Submission di Bidang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6215); 
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9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                              

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA 

ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan 

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk 

persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 

surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau 

Komitmen. 

2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 

adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku 

Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

3. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non 

perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

pada bidang tertentu. 
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4. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau 

kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. 

5. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga 

OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha 

melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha 

dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan 

komersial atau operasional dengan memenuhi 

persyaratan dan/atau Komitmen. 

6. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama 

menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 

bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin 

Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau 

operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau 

komitmen. 

7. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk 

memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin 

Komersial atau Operasional. 

8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 

modal. 

9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan 

Pendaftaran. 

10. Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) 

yang selanjutnya disebut dengan SOP adalah suatu 

standar/pedoman tertulis yang memuat tata cara atau 

tahapan yang wajib dilalui untuk menyelesaikan suatu 

proses kegiatan layanan Perizinan Berusaha di bidang 

perdagangan yang terintegrasi dengan OSS. 

11. Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) yang 

selanjutnya disebut dengan SLA adalah tingkat layanan 

yang wajib ditaati dan dilaksanakan untuk melakukan 
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kegiatan layanan Perizinan Berusaha di bidang 

perdagangan yang terintegrasi dengan OSS. 

12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

13. Kepala adalah Kepala  Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi. 

 

Pasal 2 

(1) Jenis Perizinan Berusaha di bidang perdagangan terdiri 

atas: 

a. Izin Usaha; dan 

b. Izin Komersial atau Operasional. 

(2) Jenis Perizinan Berusaha di bidang perdagangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

 

Pasal 3 

(1) Pemohon Perizinan Berusaha di bidang perdagangan 

terdiri atas: 

a. Pelaku Usaha perseorangan; dan 

b. Pelaku Usaha nonperseorangan. 

(2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk 

Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan 

perbuatan hukum. 

(3) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b terdiri atas Pelaku Usaha 

nonperseorangan berbadan hukum maupun tidak 

berbadan hukum. 

 

Pasal 4 

(1) Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Menteri atau 

Kepala. 

(2) Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha 
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